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Ardiansyah Kandow (B111 08 830), Pemenuhan Hak Mendapatkan 
Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar, di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku 
pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran faktor-faktor yang menjadi kendala bagi 
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Klas I Makassar. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan 
penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan 
cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di 
lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makaassar belum sepenuhnya terpenuhi. 
Bentuk pelaksanaan pendidikan yaitu kejar paket A, B, C serta KF (Keaksaraan 
Fungsional) bagi narapidana yang buta huruf. Proses belajar dilakukan setiap hari 
Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 09.00-11.00 WITA. Tenaga pendidik berasal 
dari Dinas Pendidikan dan dari pihak Lapas sendiri. Dalam pelaksanaanya ada 
faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu tidak adanya peraturan khusus yang 
mengatur pendidikan dalam Lembaga Pemasarakatan, sarana dan prasarana yang 
kurang, faktor tenaga pendidik, faktor motivasi narapidana anak, alokasi anggaran 
yang minim untuk pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, partisipasi dari 
instansi yang terkait serta masih rendahnya kepedulian masyarakat maupun 
organisasi kemasyarakatan terhadap pentingnya pemenuhan hak pendidikan 
narapidana/tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 
pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya 
manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta 
memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45), diperlukan 
pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta 
perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan 
mereka dan bangsa di masa depan. 
Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, 
warga negaranya dilindungi dan dipersamakan haknya di hadapan 
hukum serta negara menjamin akan pendidikan bagi anak-anak. 
Dalam Pasal 31 UUD 45 ditentukan bahwa: 
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 
 
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
Pemerintah wajib membiayainya; 
 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur undang-undang; 
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4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional; dan 
 
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk  kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia. 
 
Menurut Syaiful Sagala1, menyatakan bahwa “dengan pendidikan 
dapat membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. 
Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua 
anak didik kepada tujuan tersebut”. Selanjutnya H.A.R. Tilaar2 
menambahkan, “untuk mencapai tujuan tersebut diperluaskan kualitas 
pendidikan dan pembangunan atau manajemen di bidang sektor 
pendidikan sebagai bagian dari manajemen pembangunan nasional”. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(UU HAM), Pasal 60 ayat 1 menyatakan “Setiap anak berhak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”. 
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
                                                          
1
 Syaiful Sagala. 2003. Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan 
Problematika Belajar dan Mengajar. Cetakan I. Bandung: Alfabeta. hlm. 11. 
2
 H.A.R. Tilaar. 2004. Manajemen Pendidikan Nasional.  Cetakan VII. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. hlm. 3-4. 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.3 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU SPN), Pasal 1 menyatakan bahwa: 
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaam, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 
 
Dalam Pasal 5 UU SPN juga ditegaskan bahwa: 
1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu; 
 
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 
khusus; 
 
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
pendidikan layanan khusus; 
 
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; dan 
 
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 
 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
(UUP), dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan di dalam 
Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak pidana memperoleh 
hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 tentang hak-hak narapidana 
kecuali huruf g”, dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini juga sesuai dengan 
                                                          
3
 W.S. Winkel. 2004. Psikologi Pengajaran. Cetakan VI. Yogyakarta: Media Abadi. hlm. 2. 
4 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3 
menyatakan bahwa: 
pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk 
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan 
bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 
datang. 
 
Pasal 1 ayat (8) UUP, menyatakan Anak Didik Pemasyarakatan 
adalah: 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun; 
 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan 
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun; dan 
 
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
 
Pasal 5 UUP menyatakan bahwa pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) dilaksanakan berdasarkan asas-asas 
sebagai berikut:4 
1. Asas Pengayoman 
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah 
dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan 
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, 
juga memberi bekal kehidupan kepada warga binaan 
pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam 
masyarakat. 
 
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan 
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan 
pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan 
orangnya. 
                                                          
4
 Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 225. 
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3. Asas Pendidikan 
Di dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan mendapat 
pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara 
lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, 
pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah 
sesuai agamanya masing-masing. 
 
4. Asas Pembimbingan 
Warga binaan pemasyarakatan di LAPAS juga mendapat 
pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila 
dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, 
pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan 
ibadah agama. 
 
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia. 
Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai 
manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya. 
 
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan. 
Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam LAPAS 
untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan 
hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi 
kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui 
pendidikan dan pembinaan. Selama dalam LAPAS warga 
binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang 
lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain 
hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh 
perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, 
latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan 
pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan 
undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. 
Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya 
hanyalah kehilangan kemerdekaan. 
 
7. Asas berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang 
tertentu. 
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan 
dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan 
dari masyarakat. Untuk itu, ia harus tetap dapat berhubungan 
dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke 
dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan 
kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti 
program cuti mengunjungi keluarga. 
 
Pada Penjelasan UUP bagian umum dinyatakan bahwa: 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai  ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan 
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tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. 
Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka 
tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan 
tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan 
Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai 
Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
 
Anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan 
dari pengadilan dapat dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak Klas II B 
Pare-Pare atau atas permintaan dari orangtua atau walinya yang telah 
memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 
Klas II B Pare-Pare agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, 
keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan. Namun di 
LAPAS Klas I Makassar yang khususnya menampung narapidana 
dewasa ternyata juga menampung narapidana anak karena alasan-
alasan tertentu. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar? 
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2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana 
anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat 
mengetahui mengenai pemenuhan hak mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar, sehingga tidak menimbulkan 
adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar mengenai pemenuhan 







A. Teori Tentang Pendidikan 
Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogie. Istilah tersebut 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedos  dan agoge yang berarti 
“saya membimbing, memimpin anak”. Berdasarkan asal kata tersebut, 
maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya 
membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri 
sendiri serta bertanggung jawab. 
Menurut Imam Barnadib:5 
Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. 
Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan 
bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan 
praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret 
(nyata). 
 
Dalam kamus pendidikan seperti yang dikutip oleh Nanang 
Fattah, pengertian pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:6 
a. Kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang 
untuk mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta 
bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam 
masyarakat dimana dia hidup. 
 
b. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh 
lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusus di lingkungan 
sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan 
sosial dan perkembangan individu yang optimum. 
 
                                                          
5
 Imam Barnadib. 1998. Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami makna dan Perspektif Beberapa 
Teori Pendidikan. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia.  hlm. 29. 
6
 Ibid., hlm. 30. 
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Pengertian pendidikan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja 
mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna.7 
Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang 
pendidikan, diantaranya:8 
1. Lodge dalam buku Philosophy of Education, menyatakan 
bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam 
pengertian yang lebih luas, kadang-kadang dalam arti yang 
lebih sempit. Semua pengalaman dapat dikatakan sebagai 
pendidikan. Seorang anak di didik orangtuanya, seperti pula 
halnya seorang murid di didik gurunya, bahkan seekor anjing 
di didik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan 
atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang 
dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari 
benda-benda hidup ataupun benda mati. 
 
2. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, 
pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada 
pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap 
melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu 
datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran 
hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang 
yang belum dewasa. 
 
3. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan 
secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 
jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang 
utama. 
 
4. Godfrey Thompson, menyatakan bahwa pendidikan adalah 
pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 
perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam 
kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya. 
 
 Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam 
pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 
jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.9 
                                                          
7
 Ibid., hlm. 32. 
8
 Tholib Kasan. 2005. Dasar-Dasar Pendidikan. Cetakan I. Jakarta: Studi Press. hlm. 3-4. 
9
 M. Ngalim Purwanto. 2004. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
hlm 10. 
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Sedangkan dalam Pasal 1 UU SPN disebutkan: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaam, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
 
Dari beberapa pengertian mengenai pendidikan yang diperlukan 
para ahli tersebut berbeda secara redaksional, tetapi secara esensial 
terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di 
dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan 
suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya 
mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dari 
pendidikan dan alat-alat (sarana) yang digunakan. 
Mendidik di sini berarti memimpin anak. Namun pengertian 
tersebut mengandung banyak masalah yang dalam dan luas serta 
pelik. Menurut M. Ngalim Purwanto, mendidik adalah10 “pengertian 
yang sangat umum yang meliputi semua tindakan mengenai gejala-
gejala pendidikan”. Jadi dari pengertian memimpin anak tersebut, 
pendidikan disebut sebagai pimpinan, karena dengan perkataan ini 
dapat disimpulkan arti bahwa si anak aktif sendiri, 
memperkembangkan diri, tumbuh sendiri, tetapi keaktifannya itu ia 
harus dibantu, dipimpin dalam pengertian mendidik ialah memimpin 
anak, ada 2 (dua) pendirian yang bertentangan. 
 
                                                          
10
 Ibid., hlm 15. 
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B. Pengertian Hak, Narapidana dan Anak 
1. Hak 
Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, hak 
mendapatkan pendidikan dasar dan hak mendapat rasa aman. 
Seseorang narapidana/anak pidana menjalani vonis yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara 
akan dibatasi. Namun, meskipun terpidana kehilangan 
kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi 
dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUP yaitu sebagai 
berikut: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. menyampaikan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f.    mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya; 
i.    mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j.    mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l.    mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Narapidana anak/anak pidana juga mendapatkan hak yang 
sama seperti hak-hak di atas kecuali huruf g sesuai dengan yang 
tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUP. 
Hak untuk mengembangkan diri sebagai narapidana di dalam 
LAPAS juga termasuk salah satu hak bagi narapidana. 
Sehubungan dengan itu, Sri Widayati Wiratmo Soekito 
menegaskan:11 
Hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-
hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban 
negara adalah memberikan batas-batas sampai seberapa jauh 
hak-hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi  
pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum. 
 
Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa:12 
Bagi Indonesia semua (Hak-hak Asasi Manusia) menuju pada 
penciptaan kondisi-kondisi sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Pancasila, melalui jalan yang selaras dengan sila 
kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena proses 
pemerdekaan adalah pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab itu sendiri. 
 
2. Narapidana 
Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dikatakan bahwa narapidana adalah “orang tahanan, orang bui, 
atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana”.13 
                                                          
11
 Sri Widayanti Wiratmo Soekito. 1983. Anak dan Wanita dalam Hukum. Jakarta: LP3ES. hlm. 
135. 
12
 Mulyana W. Kusumah. 1981. Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kekerasan. Jakarta: Halia 
Indonesia. hlm. 51. 
13
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. 
Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 612. 
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Menurut Kamus Hukum, narapidana adalah “orang yang 
tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga 
Pemasyarakatan”.14 
Sebelum istilah ini digunakan, yang lazim dipakai adalah 
orang penjara atau orang hukuman. Dapat dilihat dalam Pasal 4 
ayat 1 Gestichent Reglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 
708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah: 
a. orang hukuman yang menjalani hukuman penjara 
(Gevengenis Straf)  atau suatu status/keadaan dimana 
orang yang bersangkutan berada dalam keadaan 
Gevangen atau tertangkap; 
b. orang yang ditahan buat sementara; 
c. orang di sel; dan 
d. sekalian orang-orang yang tidak manjalani hukuman 
orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan 
tetapi dimasukkan kepenjara dengan sah. 
 
Dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat bahwa aturan dalam 
Gestichent Reglement tersebut sudah ketinggalan sejalan dengan 
perkembangan fungsi pemidanaan artinya dapat saja orang 
menjadi narapidana atau wargabinaan tanpa melalui proses 
pengadilan asalkan ada surat perintah yang sah. Apabila 
diperhatikan seakan-akan tidak ada perbedaan antara status 
narapidana dengan tahanan. 
Proses pemidanaan adalah penentu seseorang dapat 
dinyatakan sebagai narapidana atau tahanan. Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 
                                                          
14
 Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 503. 
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32 dinyatakan bahwa: “Terpidana adalah seseorang yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap”. 
Sejalan dengan hal tersebut, Soedjono Dirdjosisworo 
berpendapat bahwa:15 
Wargabinaan adalah terpidana yakni seorang yang telah 
merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab 
terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati 
hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak 
mau harus kembali ke masyarakat. 
 
Berdasarkan UUP, narapidana atau wargabinaan adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 
Terpidana dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dari beberapa defenisi sebagaimana dikemukakan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang 
melakukan pelanggaran norma hukum dengan dijatuhi hukuman 
melalui proses pengadilan yang telah divonis atau perbuatan yang 
dilakukan dengan mempunyai kekuatan hukum dimana orang 
tersebut ditempatkan di LAPAS. 
 
3. Anak 
Pengertian anak dalam aspek hukum dapat dilihat melalui 
beberapa perundang-undangan: 
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 Soedjono Dirdjosisworo. 1984. Sejarah dan Asas-Asas Penologi. Jakarta: Armico. hlm. 26. 
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a. Menurut Hukum Adat 
Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak 
tertulis dalam peraturan-peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur 
agama. Pengertian tentang anak yang diberikan oleh 
hukum adat, bahwa anak dikatakan minderjarigheid 
(bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam 
keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai 
oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (voogd) 
nya.16 
b. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menentukan: 
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah 
kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka 
genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali 
lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum 
dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah perwalian. 
 
c. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu 
belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 
d. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan: 
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 Abdurrahman, M.G. Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. hlm. 1. 
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seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan 
layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 
16 (enam belas) tahun. 
 
Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan 
dispensasi. 
e. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
f.    Konvensi Hak Anak ( Convention On The Rights of Child) 
Menurut Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of 
Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 
November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan 
anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga 
pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang 
mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam 
Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum 
dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang 
berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 
(dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. 
Pendapat pertma menyatakan bahwa bayi yang berada di 
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dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak 
yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, 
anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 
(delapan belas) tahun. 
g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, Pasal 2 butir 1, menentukan bahwa “anak adalah 
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
h. Anak dalam Hukum Perburuhan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang pokok 
perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki atau 
perempuan yang berumur 14 (empat) tahun ke bawah. 
i.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa 
anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Beberapa perundang-undangan yang memberi pengertian 
tentang anak belum ada keseragaman. Dalam memberi kriteria 
atau batasan umur yang dapat dikatakan anak, tetapi sebagai 
pengertian umum yang diberikan oleh beberapa undang-undang 
tersebut, maka anak adalah: 
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a. Orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan 
b. Termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. 
 
Anak mempunyai arti tersendiri di dalam kehidupan manusia 
yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Pengertian 
anak dalam suatu kebudayaan dan kebudayaan yang lain juga 
berbeda, tapi intinya adalah bahwa anak merupakan suatu yang 
berharga yang yang dikaruniakan Tuhan bagi sebuah keluarga, 
sebuah suku atau kelompok masyarakat tertentu, kehadiran 
seorang anak merupakan suatu yang baik dalam sebuah keluarga. 
Dalam sistem hukum nasional ada berbagai macam kriteria 
mengenai anak, tiap-tiap peraturan mempunyai definisi tersendiri. 
Dalam sistem hukum Indonesia tidak ada keseragaman di dalam 
menentukan batas kedewasaaan. 
Hukum pidana dan hukum perdata menentukan seseorang 
masih digolongkan anak atau tidak dengan menggunakan standar 
umur dan pernikahan, sedangkan dalam hukum adat dan hukum 
islam tidak menggunakan standar umur tetapi didasarkan pada 
keadaan biologis dari si anak. Apalagi ditambah dengan berbagai 
sering terjadinya penipuan-penipuan umur seorang anak. Di 
Indonesia tidak semua orang mempunyai akte kelahiran akibatnya 
untuk menentukan usia seseorang dipergunakan Rapor, Surat 
Babtis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. 
Sehingga umur seseorang dengan muda disamarkan di Indonesia 
19 
baik itu untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman (orang yang 
sudah dewasa atau sudah kawin) berpura-pura sebagai anak. Atau 
di dalam kasus-kasus perburuhan umur seorang anak disamarkan 
agar bisa dipekerjakan. 
 
C. Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lahir dari suatu realitas 
yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Menurut R.A. 
Koesnan, “berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal 
dari kata penjoro (Bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera di 
penjara dibuat tobat atau dibuat jera”.17 
Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek Van 
Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 berbunyi: “Orang 
terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang 
diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP”. 
Pasal 29 (1) berbunyi: 
Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana 
kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan 
mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang 
terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian 
pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal 
tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu 
diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-
undang sesuai dengan kitab undang-undang ini. 
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 R.A. Koesnan. 1961. Politik Penjara Nasional. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 9. 
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Adi Sujatno mengemukakan: 18 
Sebelum bangsa Indonesia mengenal istilah penjara, dikenal 
istilah bui atau baen (Jawa), yaitu suatu tempat atau 
bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-
orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang 
disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-
penjahat lain. 
 
Rumusan penjara dalam Pasal 1 Reglemen Penjara Stbl. 
1971 Nomor 708 adalah sebagai berikut: “Perkataan penjara dalam 
reglemen ini artinya sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan 
dipakai oleh negara untuk tempat tinggal oleh orang-orang 
terpenjara”. 
Uraian yang telah dijelaskan adalah perbandingan dari 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini dianut di 
Indonesia yang dikenal sejak tahun 1964 dalam Konferensi Dinas 
Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964. 
Suharjo Widiada Guna Karya menyatakan bahwa: 19 
Lembaga Pemasyarakatan adalah pencetus gagasan 
konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi 
masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula 
mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah 
salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa 
pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat 
menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya 
secara wajar. 
 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi LAPAS 
berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri 
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 Adi Sujatno. 2003. Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan). Jakarta: Montas. hlm. 13. 
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 Suharjo Widiada Guna Karya. 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico. 
hlm. 44. 
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Kehakiman RI Nomor M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 
ayat (1) di klasifikasikan dalam 3 klas yaitu: 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I; 
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A; dan 
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B. 
 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut 
Departemen Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina 
narapidana. 
Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia: 20 
- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan 
suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua 
kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan 
pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan 
dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada 
hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau 
yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan 
dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
 
Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ibnu Soesanto dalam 
suatu Majalah Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1978 
menulis bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah: “Suatu tempat 
dimana seseorang ditempatkan selama menunggu siding peradilan 
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atau tempat dimana seseorang terdakwa ditempatkan seorang 
hukuman setelah ia terbukti bersalah”. 21 
Dapat disimpulkan bahwa LAPAS adalah salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang diberi 
tanggung jawab dalam menampung, membina, merawat dan 
mendidik pelanggar-pelanggar hukum (wargabinaan) menjadi 
warga masyarakat yang baik dan taat hukum setelah membaur 
dengan masyarakat umum. 
Berdasarkan UUP, maka secara resmi Lembaga 
Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
 
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 
 
UUP sebagai peraturan inti sistem pemasyarakatan kini telah 
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Serangkaian peraturan perundang-
undangan tersebut memberikan arah mengenai pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan warga narapidana sebagai 
pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dalam LAPAS. Dengan 
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demikian, hal ini menjadi sebuah dasar yang kokoh dan baik dalam 
kehidupan para narapidana sekarang maupun pada akan datang 
dalam hal menjalani pola hidup yang lebih baik. 
Dalam UUP sebagai salah satu peraturan perundang-
undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pembinaan 
narapidana yakni telah memberikan pengertian narapidana dan 
LAPAS yaitu dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 
untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan 
bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. 
 
D. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti 
Sistem Kepenjaraan Di Indonesia 
 
Sepenggalan pidato Saharjo dalam penganugerahan gelar Doctor 
Honoris Causa di bidang ilmu hukum pada tanggal 5 Juli 1963 
dikemukakan pentingnya penghargaan terhadap orang-orang 
terpenjara:22 
Tiap orang adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai 
manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu 
ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia 
harus selalu merasa ia dipandang dan diperlakukan sebagai 
manusia. 
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Sistem pemidanaan di Indonesia bukan saja menempatkan 
wargabinaan sebagai objek akan tetapi merupakan subjek dari 
pelaksanaan pemidanaan sistem kepenjaraan yang hanya 
menempatkan wargabinaan sebagai objek tanpa menghormati hak-hak 
sebagai manusia, tetapi merupakan pembalasan dendam dari 
perbuatan yang dilakukan, dalam rangka menjawab tantangan ini 
lahirlah istilah pemasyarakatan. 
Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia, melalui KUHP 
(Wetboek Van Strafrecht) dalam Pasal 10 berbunyi: 
Pidana terdiri dari: 
a. Pidana Pokok: 
 1. pidana mati; 
 2. pidana penjara; 
 3. kurungan; dan 
 4. denda. 
b. Pidana tambahan: 
 1. pencabutan hak-hak tertentu; 
 2. perampasan barang-barang tertentu; dan 
 3. pengumuman putusan Hakim. 
 
Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka istilah sistem 
penjara dengan berlandaskan kepada Reglemen Penjara (Gestichtent 
Reglement). Dan sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari pidana 
penjara adalah rumah-rumah penjara yaitu rumah yang digunakan bagi 
orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Berdasarkan 
Pancasila, Sistem Kepenjaraan Reglemen Penjara serta istilah-istilah 
rumah penjara, orang-orang terpenjara, orang-orang hukuman sudah 
tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila. 
25 
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan Lembaga “Rumah 
Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial agar narapidana/wargabinaan menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana 
dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 
diri, keluarga dan lingkungannya. Pada sistem pemenjaraan yang 
diatur dengan Reglemen Penjara menurut Andi Hamzah, ada 3 jenis 
penjara yaitu:23 
1. Penjara pusat atau Centrale Gevangenis Stratge Vangenis 
menampung para narapidana berat lebih dari 1 (satu) tahun; 
yang memiliki perusahaan (sedang atau besar) dan 
perbengkelan; 
2. Penjara negeri atau Land Gevangenis; menampung para 
wargabinaan ringan yang pidananya di bawah 1 (satu) tahun 
yang pekerjaannya berbentuk kerajinan, keterampilan dan 
bengkel kecil; dan 
3. Rumah tahanan atau Huis Van Bewaring; menampung para 
tahanan, terpidana kurungan dan wargabinaan yang ringan-
ringan. 
 
Tujuan pemidanaan terus mengalami perubahan yaitu dari Sistem 
Pidana ke Sistem Pidana Hilang Kemerdekaan dari zaman dulu 
sampai sekarang yang mengarah kepada konsep pemikiran yang lebih 
rasional baik ditinjau dari harkat martabat manusia dari sistem 
perlakuan dan pengayoman kepada masyarakat. 
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Adi Sujatno menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah 
pidana penjara untuk:24 
a. Pembalasan (Revange); 
b. Penghapusan dosa (Expiation); 
c. Retribusi (Retribution); 
d. Penjeraan (Determent); 
e. Perlindungan kepada masyarakat; 
f. Perbaikan (Reformasi); 
g. Rehabilitasi (Rehabilitation); 
h. Resosialisasi; dan 
i. Reintegrasi. 
 
Perlakuan terhadap wargabinaan yang berdasarkan sistem 
kepenjaraan yang bercirikan balas dendam dan penjeraan dengan 
suatu institusi rumah penjara adalah suatu bentuk sistem yang tidak 
sesuai dengan falsafah Negara Republik Indonesia Pancasila dan 
UUD NRI. Sejalan dengan pemikiran Adi Sujatno di atas maka sistem 
perlakuan wargabinaan yang memerlukan suatu rehabilitasi, 
resosialisasi dan reintegritas dengan berdasarkan pada Pancasila 
yaitu Sistem Pemasyarakatan. 
Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:25 
Untuk mengatasi masalah perilaku jahat dapat diadakan tindakan-
tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi dalam 
suatu konsepsi menciptakan sistem dan program-pragram yang 
bertujuan menghukum orang-orang jahat misalnya hukuman 
bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara dengan 
lebih menekankan pada usaha agar penjahat dapat menjadi 
orang biasa (yang tidak jahat). 
 
Hal ini sejalan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang 
fungsi pemidanaan itu sendiri yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi 
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telah berubah menjadi suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi dengan 
tujuan agar wargabinaan menyadari kesalahannya, tidak mengulangi 
tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, pencipta-Nya, keluarga, masyarakat serta 
kembali menunjukkan perilaku yang taat dan patuh terhadap norma 
hukum yang berlaku. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari 
Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula 
institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah 
Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. 
Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam UUP, 
adalah  suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
wargabinaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas wargabinaan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
 
E. Teori Pemidanaan 
Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni straft, yang biasa 
diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut 
28 
dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk 
segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu 
sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan 
kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. 
Menurut Sudarto, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 
kepada pembuat delik itu”.26 
Selanjutnya Adami Chazawi menyatakan bahwa:27 
Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan 
yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang 
atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara 
khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak 
pidana (strafbarfeit). Tujuan utama hukum pidana adalah 
ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya 
masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan 
hukum yang dilindungi. 
 
Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat 
bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan 
aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai 
kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk 
mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan 
ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah 
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perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang 
dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa:28 
Sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang 
perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang 
mebahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat undang-
undang bemaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut. 
 
Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato, mengemukakan bahwa 
“tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan 
memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangakan 
Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti 
serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, 
sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat 
Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah 
“bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan 
negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”.29 
Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, Sneca, 
seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni 
nemo prudens puint quia peccatum est, sed ne peccetur, yang artinya 
adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan 
salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang 
salah.30 
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Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern 
yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk 
mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di 
lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor 
menyatakan bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah 
pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan 
moral”.31 
Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam 
literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 
(tiga) R (Reformation, Restraint, dan Retribution) dan 1 (satu) D 
(Deterrence dan general deterrence). 
Andi Hamzah menyatakan bahwa:32 
Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat 
menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat 
akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi 
jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan 
tujuan yang lain seperti pencegahan. 
 
Sementara H.R. Abdussalam menyatakan bahwa:33 
Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para 
narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: 
rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk 
memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan 
kepada individu narapidana. 
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Untuk tujuan pidana restraint, Andi Hamzah menyatakan bahwa 
“Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan 
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu 
akan menjadi lebih aman”.34 
Pada tujuan pemidanaan retribution, Andi Hamzah menyatakan 
bahwa “Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena 
telah melakukan kejahatan”.35 
Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retibutif, H.R. 
Abdussalam mengemukakan bahwa:36 
Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi 
orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan 
masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan 
kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang 
sepantasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggarannya 
terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan 
kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam. 
 
Dalam tujuan pemidanaan deterrence, Andi Hamzah menyatakan 
bahwa:37 
Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik 
terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial 
menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahtan, 
melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
 
Sedangkan Michael J. Allen menyatakan bahwa:38 
Deterrence terdiri dari particullar deterrence dan general 
deterrence. Particullar deterrence, mencegah pelaku tindak 
pidana kembali di masa mendatang ataupun general deterrence 
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yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin 
untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari 
masing-masing pelaku tindak pidana tertentu. 
 
Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya 
disebut di atas, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut. 
Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan 
penjatuhan pidana, yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergeldings 
theorien); 
b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien); dan 
c. Teori gabungan (verinigings theorien). 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu 
sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya 
pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. 
Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk mejatuhkan pidana itu. 
Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku 
kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah 
pembalasan semata. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, “pidana 
dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak 
pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan 
33 
harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, 
seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan”.39 
Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan 
dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan 
penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara 
sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat 
tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak 
dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah 
dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari 
penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi 
kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. 
Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang 
praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.40 
Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, teori pembalasan ini 
terbagi atas 5 (lima), yaitu sebagai berikut:41 
1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal 
philosofie). 
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan 
bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari 
kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini 
mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak 
dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah 
merugikan orang lain. 
 
2. Pembalasan “bersambut” (dialektis). 
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa 
hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan 
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kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan 
keadilan. 
 
3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (aesthetisch). 
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa 
pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan 
ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, 
untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat 
terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan 
kembali. 
 
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama). 
Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan 
Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan 
merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan 
harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan 
penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan 
Tuhan. 
 
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia. 
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang  
negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan 
pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. 
Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa 
siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima 
sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean 
Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya. 
 
Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori 
mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib 
masyarakat. dan akibatnya yaitu tujuan untuk menghindari terjadinya 
kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. 
Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa:42 
Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh 
karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian 
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35 
teory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum 
est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum 
(supaya orang jangan melakukan kejahatan). 
 
Menurut J. Andenas, “teori ini dapat disebut sebagai teori 
perlindungan masyarakat (the theory of social defence)”. Sedangkan 
Nigel Walker mengatakan bahwa “teori ini lebih tepat disebut teori atau 
aliran reduktif (the reductive foint of view) karena dasar pembenaran 
pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. 
Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers 
(penganut teori reduktif)”.43 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa:44 
Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat 
untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar 
tata tertib masyarakat tetap terpelihara. 
 
Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan 
masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib 
masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib 
masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk 
menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk 
menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat 
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bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat 
membinasakan. 
Sehubungan dengan sifat pidana tersebut, Leden Marpaung 
memaparkan sebagai berikut:45 
a. Menjerakan. 
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan si pelaku atau 
terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya (speciale preventive) serta masyarakat umum 
mengetahui bahwa jika melakukan pebuatan sebagaimana 
dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang 
serupa (generale preventive). 
 
b. Memperbaiki pribadi terpidana. 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia 
tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada 
masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 
 
c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, 
sedangakan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan 
dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. 
 
Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat 
menghindarkan (prevensi)  dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat 
prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus 
dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan 
tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini 
bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. 
Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud 
menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa 
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pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat 
kesalahan lagi. 
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda 
bahwa:46 
Tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketetiban 
masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan 
(ofschrikking), memperbaiki (verbetering) dan untuk kejahatan 
tertentu harus membinasakan (onskchadelijkmaking). 
 
Tujuan pemidanaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi 
manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan 
selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk 
disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, 
bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai 
menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada 3 
(tiga) macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta 
perbaikan yuridis. 
Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya 
jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-
halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum 
mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada 
kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat 
supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana. 
Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai 
adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau 
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semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. H.B. Vos menyatakan bahwa “Teori prevensi umum 
bentuknya berwujud pemidanaan yang mengandung sifat menjerakan 
atau menakutkan”.47 
Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori 
tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran 
bahwa pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur 
pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 
unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua 
unsur yang ada. 
Menurut Grotius, menyatakan bahwa:48 
Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan 
absolut, “de absolute gerechtighaeid” yang berwujud pembalasan 
terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan 
dikenal dengan bahasa latin “piniendus nemo est iltra meritum, 
intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro 
utilitate”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai 
ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak 
kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. 
 
Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan 
dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat  
dan melindungi masyarakat, dan kedua tujuan ini disusul dengan 
memidana. 
Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu 
dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi 
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masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang 
pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai 
tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas 
kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya. 
Sementara Van Apeldorn menyatakan bahwa:49  
Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa 
pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat 
kejahatan) maupun nepeccatur (supaya orang jangan membuat 
kejahatan). 
 
Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak 
berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya 
penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek social 
defence dari pidana. 
Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan 
pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam 
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Tahun 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan 
pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut: 
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara, masyarakat dan penduduk; 
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu 
untuk hidup bermasyarakat; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
pada masyarakat; dan 
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenangkan merendahkan martabat manusia melainkan 
untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
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Selain  pendapat di atas, Ted Honderich juga mengemukakan 
pendapatnya mengenai tujuan pemidanaan. Menurutnya pemidanaan 
harus memuat 3 (tiga) unsur yakni:50 
1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan 
(deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya 
secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan 
pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan 
kerugian atau kejahatan uang diderita oleh subjek yang 
menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. 
Secara actual, tindakan subjek lain itu di  anggap salah bukan 
saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi 
juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah. 
 
2. Setiap pemidanaan harus dating dari institusi yang berwenang 
secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan 
konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil 
keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang 
berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan 
tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar 
hukum yang mengakibatkan penderitaan. 
 
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan 
pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara 
sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam 
masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang 
pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo 
ekonomi yang  dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak 
bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan 
dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang 
diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menjawab rumusan 
masalah yang diangkat oleh penulis pada penulisan skripsi ini, 
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Pemilihan 
lokasi penilitian ini, dikarenakan LAPAS tersebut  merupakan LAPAS 
terdekat di tempat penulis menempuh studi, hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer 
yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara 
langsung kepada narasumber serta data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian perpustakaan 
(library research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi 
buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta 
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan 2 cara yakni melalui metode 
penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian 
lapangan (field research). 
42 
a. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari 
berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah. 
b. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan sehingga akan diperoleh data-data yang 
diperlukan. 
 
2. Metode Pengumpulan Data : 
a. Wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah. 
b. Dokumentaasi, yaitu mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak 
yang terkait dalam hal ini di LAPAS Klas I Makassar. 
D. Analisa Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode 
kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara 
deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 








A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar bertempat di Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas 
I Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis sistem 
kemasyarakatan yang berkapasitas sebanyak 740 orang. Pada 
awalnya, Lembaga Pemasyarakatan bertempat di tengah kota yakni di 
jalan Ahmad Yani Makassar. Tetapi sejalan dengan berlaku dan 
diterapkannya sistem kemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem 
pembinaan wargabinaan di Indonesia, maka berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan: 
1. Bentuk bangunan tidak sesuai dengan sistem 
kemasyarakatan; 
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan 
pembinaan narapidana sangat terbatas yang tidak mungkin 
dikembangkan lagi mengingat letaknya ditengah kota; dan 
3. Lokasi atau letak lapas sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan. 
Pada tanggal 16 Oktober 1975, Lembaga Pemasyarakatan yang 
lama tersebut dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di jalan Sultan 
Alauddin Makassar yang diresmikan oleh Wali Kota Ujung Pandang 
pada waktu itu, H. M. Dg. Patompo. 
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Pada awal berdirinya dan penggunaan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar mempunyai sarana dan prasarana 
yang terdiri dari 7 ruang perkantoran, 4 blok hunian untuk warga 
binaan, 1 blok pengasingan dan 1 blok peribadatan. Pada akhir 
Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah 
memiliki sarana dan fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan 
narapidana. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar terletak di kawasan 
kota Makassar, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin No. 191, sebelah 
selatan Perumahan Dinas Lembaga Pemasyarakatan, sebelah utara 
jalan Sultan Alauddin IV, dan sebelah timur jalan raya. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dibangun di atas tanah seluas 5,6 
hektar dengan daya tampung atau kapasitas 740 orang, saat penulis 
melakukan penelitian tepatnya Juni 2013, jumlah wargabinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sebanyak 687 narapidana. 
Dari 678 narapidana terdapat 24 narapidana anak yang berusia 16-18 
tahun. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar tidak 
hanya di isi oleh para Narapidana atau Warga Binaan 
Pemasyarakatan, tetapi karena keadaan tertentu Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar juga di isi oleh orang yang berstatus 
tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses 
peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. 
Tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana 
45 
tercantum dalam Pasal 14 UUP kecuali huruf g, i, j, k, dan l. Tahanan 
yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sebanyak 
111 orang, dari 111 tahanan tersebut terdapat 79 tahanan anak usia 
16-18 tahun. 
Dalam rangka menjaga keamanan dan meningkatkan keamanan, 
bangunan lapas ini dibatasi oleh dinding setinggi 7 meter dan diatas 
dinding tersebut terdapat kawat berduri, pada setiap sudut atas dan 
tengah terdapat pos-pos pengawasan yang disebut pos atas. 
Lembaga Pemasyarakatan di klasifikasikan dalam 3 klas, yaitu: 
a. Lembaga Pemasyarakatan Klas I; 
b. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A; dan 
c. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B. 
 
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar juga 
terdapat bangunan dan beberapa sarana yang merupakan faktor 
penunjang dalam proses pembinaan terhadap wargabinaan 
(narapidana), di antaranya seperti perkantoran, klinik, dapur, ruang 
sarana kerja, bangunan ibadah, sarana olahraga (aula untuk 
badminton, lapangan tenis, lapangan volli, lapangan sepak bola, 
lapangan takrow, ruangan tenis meja), blok-blok hunian warga binaan. 
Untuk merealisasikan apa yang merupakan hak dari narapidana 
dalam kaitannya dengan tempat tinggal yang layak, maka di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar menyediakan 9 blok dan setiap blok 
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terbagi 2 bagian yaitu blok 1 dan blok 2 dan setiap bagian blok terdiri 
dari beberapa kamar sebagai tempat tinggal. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu: 
VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar; 
 Tangguh dalam pembinaan; 
 Prima dalam pelayanan; dan 
 Unggul dalam pengamanan. 
MISI: 
 Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman 
dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta 
berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar merupakan unit 
pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, 
membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana 
pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut 
maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami 
mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga 
dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berikut 
adalah struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar: 
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B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan 
Pengajaran Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar 
Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 
HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor  47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden 
R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dan Pemberantasan Buta 
Aksara. 
Pendidikan bagi narapidana dan tahanan anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar  yang bekerjasama dengan Dinas 
Pendidikan Nasional Kota Makassar yaitu dengan melaksanakan 
pendidikan kejar (kelompok belajar) paket A yaitu setara dengan SD, 
paket B yaitu setara dengan SMP, paket C yaitu setara dengan SMA, 
serta KF (Keaksaraan Fungsional) dalam pemberantasan buta huruf. 
Menurut Ashari yang juga sebagai tenaga pendidik dari Lapas, 
proses belajar dalam Lapas dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam seminggu 
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yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 09.00 
sampai pukul 11.00 WITA dengan tenaga pendidik berasal dari Dinas 
Pendidikan Nasional Kota Makassar yang berjumlah 2 orang, dan dari 
pihak Lapas sendiri yang berjumlah 3 orang51. Pendidikan dan 
pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang 
berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat (SD, SMP, SMA) dan 
narapidana yang telah lulus akan mendapatkan Surat Tanda Tamat 
Belajar (STTB) dan ijasah sesuai dengan paket yang diikuti. Ashari 
juga menambahkan bahwa ada beberapa narapidana/tahanan anak 
yang memiliki guru khusus yang di kirim oleh orangtua mereka untuk 
memberikan pelajaran formal tambahan.52 
 
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan 
Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sejatinya 
diperuntukkan bagi narapidana dewasa, jadi bukan untuk narapidana 
anak yang semestinya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Klas II B Pare-Pare serta tahanan anak yang seharusnya berada 
di Rutan Klas I Makassar. Hal ini membuat narapidana/tahanan anak 
tidak merasa nyaman dengan kondisi tersebut karena harus 
bercampur baur dengan narapidana dewasa, hasilnya 
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narapidana/tahanan menjadi kurang termotivasi akan pentingnya 
pendidikan karena beban psikologis yang semakin berat. 
 
Tabel 1: Jumlah Warga Binaan Lapas Klas I Makassar Tahun 
2012 
 
Warga Binaan Jumlah Total 
Narapidana 663 
687 
Narapidana Anak 24 
Tahanan 32 
111 
Tahanan Anak 79 
Jumlah 798 
 
Dari tabel di atas sudah jelas bahwa Lapas Klas I Makassar telah 
over kapasitas, yang seharusnya berkapasitas 740 namun 
kenyataannya Lapas Klas I Makassar telah menampung lebih dari 
kapasitas maksimal yaitu 740 orang Warga Binaan. Hal tersebut terjadi 
karena Lapas tidak hanya diisi oleh Narapidana yang menjalani 
hukuman pidananya tetapi Lapas juga menjadi tempat penampungan 
bagi Tahanan yang berstatus sebagai titipan atau orang yang sedang 
menjalani proses pengadilan. 
Menurut Surya Widjaya, pemberian pendidikan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar ini tidak bisa efektif dikarenakan 
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narapidana dan  tahanan anak hanya berstatus sebagai titipan dan 
masa pidana yang singkat.53 
Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberian hak 
pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar: 
1. Kendala dari aspek normatif/yuridis 
Menurut Gunawan, salah satu kendala yang dihadapi 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah aspek 
normatif/yuridis54. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah 
belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang 
mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan 
sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
2. Kendala secara internal 
Secara internal, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar di dalam pemenuhan hak 
pendidikan bagi narapidana anak adalah sebagai berikut: 
a. terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat tulis, kursi 
dan meja serta buku bacaan yang kurang; 
b. bahan pembelajaran yang kurang menarik dari tenaga 
pendidik; 
c. motivasi narapidana/tahanan anak yang kurang; 
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d. kurangnya tenaga pendidik; dan 
e. kurangnya anggaran untuk pendidikan; 
3. Kendala secara eksternal 
Menurut Andi Muh. Hamka, mengemukakan bahwa kendala-
kendala secara eksternal yang dihadapi oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam pemenuhan hak 
pendidikan narapidana anak, diantaranya adalah:55 
a. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal 
tenaga pendidik; dan 
b. Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah 
baik propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-
organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan 
pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan hak mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi 
narapidana anak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar belum 
sepenuhnya terpenuhi walaupun Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar telah mengadakan kejar paket A, B, C, dan 
KF namun  pemberian pendidikan kurang efektif karena hanya 
dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi 2 (dua) jam 
sehari dan tenaga pendidik yang hanya berjumlah 3 (tiga) 
orang dari Lapas sendiri serta 2 orang dari Dinas Pendidikan 
Nasional Kota Makassar jelas tidak sebanding dengan jumlah 
narapidana anak/tahanan anak di Lapas yang berjumlah 103 
anak. 
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana 
anak adalah meliputi: kendala dari aspek normatif/yuridis, 
kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala dari 
aspek normatif/yuridis yaitu belum adanya peraturan khusus 
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dalam hal pendidikan di Lapas. Kendala internal terdiri dari 
kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, faktor motivasi 
narapidana/tahanan anak, faktor tenaga pendidik yang masih 
kurang, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan 
pengajaran di Lapas yang minim. Sedangkan kendala 
eksternal adalah belum maksimalnya kerjasama dengan 
instansi yang terkait dalam hal pendidikan dan pengajaran 
serta masih rendahnya kepedulian masyarakat maupun 
organisasi kemasyarakatan terhadap pentingnya pemenuhan 
hak pendidikan narapidana/tahanan anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
B. Saran 
Saran Penulis dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia perlu melakukan upaya-upaya 
untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan 
pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
I Makassar dengan menyediakan program-program yang 
disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana yang memadai. 
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2. Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang 
khusus mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan 
pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta 
perlu kerjasama yang baik antara Menteri Pendidikan 
Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia serta masyarakat ataupun organisasi-
organisasi kemasyarakatan tentang pendidikan dalam 
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